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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 02/M-DAG/PER/1/2012 
TENTANG 

KETENTUAN IMPOR MUTIARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka mcningkatkan kepastian 
berusaha di bidang usaha mutiara dan mcndukung 
upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi 
Indonesia perlu didorong tcrciptanya perdagangan 
yang sehat dan iklim usaha yang kondusif; 

b. bahwa untuk mendukung penycdiaan mutiara yang 
tidak sepenuhnya diperolch dari sumber dalam 
negeri dcngan tetap memperhatikan efektivitas 
pelaksanaan kcbijakan di bidang impor, perlu 
diiakukan pengaturan impor mutiara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan; 

Mengingat  :  1.  Bedriffsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad 
Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah 
dan ditambah; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib 
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 3214); 
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3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 
Organization (Pcrsetujuan Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4661); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3806); 

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4433) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang 
Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
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Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

11. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang 
Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri 
Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar 
Negeri; 

12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 

13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 76 Tahun 2011; 

14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 
I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010; 

15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Nomor 558/MPP/Kep/ 12/ 1998 tentang Ketentuan 
Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 01/ M-DAG/ PER/ 1/ 2007; 

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/ 
M-DAG/ PER/ 9 / 2009 tentang Angka Pengenal 
Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 20/M-DAG/PER/7/2011; 

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/ 
M-DAG/PER/9/ 2009 tentang Ketentuan Umum di 
Bidang Impor; 

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
31/ M-DAG / PER/ 7/ 2010 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Perdagangan; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan :  PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

KETENTUAN IMPOR MUTIARA. 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Mutiara adalah produk hasil perikanan berupa butiran permata 
yang dihasilkan oleh kerang mutiara laut atau air tawar. 

2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean. 

3. Persetujuan Impor adalah izin impor Mutiara. 
4. Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh 

pejabat instansi/unit teknis terkait yang berwenang dan 
merupakan persyaratan diterbitkannya Persetujuan Impor. 

5. Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor adalah kegiatan 
pemeriksaan teknis impor barang yang dilakukan di pelabuhan 
muat barang oleh Surveyor. 

6. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otor isas i  
untuk melakukan ver i f ikas i atau penelusuran teknis impor 
barang. 

7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perdagangan. 

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan 
Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. 

9. Direktur adalah Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan 
Luar Negeri Kementerian Perdagangan. 

Pasal 2 

Mutiara yang diatur impornya sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan 
Peraturan Menteri ini. 

Pasal 3 

Impor Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat 
dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan Persetujuan Impor 
dari Direktur Jenderal. 

Pasal 4 
(1) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3, perusahaan hams mengajukan permohonan 
kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: 

a. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lain 
dari instansi teknis berwenang; 

b. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 

c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
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